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MOTTO 

“Hidup terkadang dapat menjatuhkanmu, akan tetapi kau masih dapat memilih 

untuk segera bangkit atau tidak.” 
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ABSTRACT 

 This study, entitled Supervision of the Department of Manpower and 

Transmigration Against Termination of Employment for Force Majeure Reasons, 

examines the basic legal factors that must be considered by companies when 

terminating employment relations with employees due to force majeure reasons. 

 The research method used in this research is normative research which is 

based on statutory regulations and is a technique for identifying legal foundations, 

legal principles, and legal doctrines that are applied to address the legal issues at 

hand. 

 The results of this writing indicate that companies may fire their employees 

on the pretext of not being able to do business due to force majeure as stated in Law 

Number 13 of 203 concerning Manpower Article 154A Paragraph (1) Letter D. As 

explained in the explanation section of article 44 of Government Regulation 

Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Specific Time, Working Time 

and Rest, and Termination of Employment. A closed company is defined as a 

business that has stopped operating or cannot continue its production process due 

to losses it has suffered. Employers, workers/labourers, trade unions/labor unions, 

and the government are required to take efforts to prevent termination of 

employment, in accordance with Article 151 of Law Number 13 of 2003 concerning 

Manpower. 

 Article 1 paragraph (32) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower 

defines labor inspection as an activity to monitor and enforce the application of 

laws and regulations in the field of manpower. Regulation Number 1 of 2020 

concerning amendments to the Minister of Manpower Regulation Number 33 of 

2016 concerning Procedures for Labor Inspection regulates a number of 

capabilities of labor inspectors. 

 

Keywords: Force Majeure, Termination of Employment, Supervision Regulations 
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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Keadaan Memaksa (Force 

Majeure), mengkaji faktor-faktor hukum mendasar yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan ketika melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan karena 

alasan force majeure. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan merupakan 

teknik untuk mengidentifikasi landasan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum 

yang diterapkan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.  

Hasil penulisan ini menunjukkan bhwa perusahaan boleh memecat 

karyawannya dengan dalih tidak dapat melakukan usaha karena force majeure 

sebagaimana tercantum dlam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 203 Tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 154A Ayat (1) Huruf D. Sebagaimana dijelaskan pada 

bagian penjelsan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja dan Istirahat, serta Pemutusan 

Hubungan Kerja. Perusahaan tutup didefinisikan sebagai usaha yang berhenti 

beroperasi atau tidak dapat melanjutkan proses produksi karena kerugian yang 

diderita. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah 

wajib melakukan upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan 

Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Pasal 1 ayat (32) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan mendefinisikan pengawasan ketenagakerjaan sebagai kegiatan 

untuk memantau dan menegakkan penarapan peraturan perundang-undangan di 

bidang ketenagakerjaan. Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengawasan Ketenagakerjaan mengatur sejumlah kemampuan pengawas 

ketenagakerjaan. 

 

 

Kata Kunci: Keadaan Memaksa, Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan 

Pengawasan 
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